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Tujuan RUU Pengampunan Pajak
) !hal 29. Naskah Akademik)
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Perkembangan Perpajakan Global (mulai 2017)

| S—Sa -

* Bagaimana mendekteksi “Underground
Economy”, “lllegal Financial Flows” dan “Tax
Havens”?

» - Transaksinya bersifat Cross Border sehingga
Perlu Global/Regional/Bilateral Solution
— Global Solution: OECD, G20

— Regional Solution: ASEAN+3, ADB

— Bilateral Solution: Indonesia-Singapore, Indonesia-
Hongkong, Indonesia-Swiss, Indonesia-Australia,
Indonesia-AS, Indonesia-UK

Kesepakatan G20 dan OECD

"Indonesia wants G20 economies ¢ In a bid to tackle cross-border tax

to realize the agreement they have evasion, countries across the

reached at their summit in Turkey world are signing up to new

with regard to the exchange of standards drawn up in 2013 by
taxation and financial transaction the Organisation for Econamic Co-
data in 2018. The agreement no operation and Development
longer needs change or (OECD) for "automatic exchange
adjustment,” (Shanghai, of information” starts in 2017.
26/2/2016). * Under these standards, countries
Perkembangan Global 2018 mulai can sign reciprocal agreements
diterapkan pertukaran data dan that they will automatically share
informasi antar negara yang masif certain pieces of financial
termasuk informasi perbankan information about each others'
(Penjelasan Umum RUU) taxpayers.
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Bilateral Indonesia-Singapore
R T e e = —— |
» “... Indonesia and Singapore have
committed to exchange financial information
automatically to complement the mechanism
for information exchange by request,”.

* The mechanism should start as early as 2017,
or at the latest, by end of 2018. Both countries

have also agreed to amend local legislation to
support the exchange of information.

Penghapusan Kerahasiaan Bank (GFl, 2013)

* While automatic exchange may have been considered
unfeasible in the past, technological advances have made
the collection, transfer, and processing of the large
amounts of data involved relatively easy, and automatic
exchange, including easing of bank secrecy has come to
be seen as a common-sense solution to the problems
created by tax haven problem.

* GFl strongly supports automatic exchange of financial
information on a multilateral basis and believes the

opportunity to join this system should be extended to all
willing countries, specifically developing countries.




llegal Financial Flows dan Tax Evasions

Incla

GFl's 2010 India , 1548 and 2008, Indm lost $213 billion to lilegal financial fiaws, and that the present value of
Indla’s Ilficit financial flows is $482 billlon. Most of the llegal financial flows were foand ta have come from High
het-Warth Individuals and private companies, as well as India’s large undergrouna economy. In addttion, the
Indian private sector was found to have shifted to gffshore finpnsia! centers, up 20 54.2% In 2008 from 364% in

1335, The report was widely cited in the miernational press following the start of the 2041 Indian anti-cormuption

MVRMET: as & way to measure the amount of black money held abroad.

Maexico

GFI's 2012 Mexico report found that detween 1970 and 2010, SE72 bilkon in llegal financial flows lef Mexco,
The repors faund that, unlike most oll producing nations, the majority of lllica flows lek Mexico via trade-Sased
money laundaring, 394 the pace pickes up significantly after the yigning of the Nodh American Free Trade

Agrperent (NAFTA).

Russia

GFY's 2033 Ryssip report found that between 1234 and 2011 $211 billion In ilict financial fiows left Russia. The
report found that 1llicit financial fiows were 3 significant driver of the Russian underground economy, including
organlies crime, human trafficking, arms smuggling and the lllegal drug trade, as well as corruption. Unrecorded
wire transfers were found to be the dominamt methoc of unrecorded transfers out of the coumtry. The report
found that Cyprus held highly suspicious amounts of 7 DI positions In Russia, equal to about five times the small
uland’s GDP, suggesting round-trigping of lllickt money, a fact that was widely repocted during the 2012-2013
Cypript financlal crisly

Tax Amnesty di beberapa negara

TN ————

1. |USsa 2007,2009, 2012 | 15.00 WP (2009), 5-10%

2. | Afrika Selatan | 2003, 2016 Rekonsiliasi Nasional | Diskon 50%

3, |[Ialia 2001,2003, 2009 EU4 bio/500 bio Flat 5%,

4. | Turkey 2014 Income tax and VAT | <10%, 4

5. | India 1597 UU PPh, Kekayaan, | Denda dan Sangs!
Nilal Tukar dihapuskan

6. | Rusia 1993, 1997 PPh Stahun

7. | Indonesia 1954, 1984, 2008 | Pajak Pendapatan | 10%
Sunset Policy Penghapusan

Denda

“Tox amnesty encourages tax evasion. Tax amnesties shake confidence of
government, Tox omnesty reduces tax compliance. Tax amnesty should never be
gpplied. Tax amnesty ..o is opplied to protect some of taxpayers. Tax
amnesty must be opplied only one-time. In contrast, taxpoyers which benefits
from tax amnesty hove exactly opposite opinion” (Ipek, Ozkoyo and Oksuz,
2012, international Journal of Business and Social Science, Vo. 3 No. 13),

SRR = 10
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Masukan RUU: Nilai Tebusan (pasal 3)

» Berdasarkan Pengalaman negara-negara dan
Pemberlakuan kebijakan G20/QECD (2017),
maka disarankan merevisi nilai tebusan sbb:

Normal (%) Repatriasi (%)

Original |Revisi  |Original |Revisi
3bulan Pertama 2 b 1 5
3bulankedua 4 8 3 7
bulan 7sd 31 Des b 10 4 9

Masukan RUU: Perlu klarifikasi tahapan Tata
Cara Pemberian Pengampunan Pajak (Bab IV)

* Klarifikasi terhadap: penyetoran uang tebusan/harta
bersih dan penghentikan pemeriksanaan hingga
penyidikan
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Pengelolaan excess

Peran Bl dalam
Likuiditas

Masukan RUU: Dana Repatriasi WP (Bab V)

* Pengelolaan dana reptariasi WP pada pasal 12
dan 13 perlu dilengkapi dengan fleksibillitas
investasi WP sbb:

Setelah Tahun 2
- Obligasi Swasta
- Infrastruktur

5

-5 ioritas
- Properti 29

* Penjelasan:

Masukan RUU: Pasal 23

Cukup Jelas (?)

» Pegawai Kementerian Keuangan Rl tidak dapat
dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan, atau
dituntut secara perdata maupun pidana apabila
dalam melaksanakan tugas pada itikad baik dan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.

* Minta Penjelasan: (1) Itikad baik, (2) ketentuan
perundangan yang mana?

« WP adalah WP terutang karena memiliki selisih harta
yang belum membayar pajaknya.

14
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Catatan Lain:

1. Tidak ada pasal mengenai sangsi baik bagi WP maupun
bagi Petugas Pajak yang melanggar UU

2. Pasal 2 ayat (5) a sd d, tidak termasuk Bea Masuk dan
Cukai? Bagaimana dengan utang PPh dan PNBP Migas?

3. Pasal 3 ayat (1) dan (2) bagaimana jika RUU baru
disetujui DPR sesudah bulan Juni 20167

4. Pasal5....maka tambahan Harta yang belum dilaporkan
dalam SPT terakhir diperhitungkan sebagai dasar
pengenaan Utang Tebusan (tidak dapat dipahami)-=>
tidak masuk dalam kategori pengampunan pajak

5. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6) .....kurs tengah BI.....

Catatan Lain (2) :

6. Pasal 8 ayat (2) ....Wajib Pajak badan diwakili oleh
Pengurus - Direktur Utama atau Kuasa Dirut

7. Pasal 8 ayat (8) ......dasar pengenaan Uang Tebusan yang
telah disampaikan dalam surat permohonan
sebelumnya=> kenapa bukan surat yang terakhir??

8. Pasal 10 ayat (4)......dihentikan dalam hal Menteri
menerbitkan SKP Pajak? = sesudah dalam proses 30
hari+14 hari

9. Pasal 11 ayat (4) dan (5) tidak sinkron mengenai waktu
Menteri menerbitkan SKP Pajak

10. Pasal 11 ayat (6) ......penyesuaian besaran nilai Harta
berdasarkan penelitian....> apakah tidak ada proses
klarifikasi WP?

11. Pasal 11 ayat (7) mekanisme pengembalian kelebihan
Uang Tebusan--2 disederhanakan
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Catatan Lain (3) :

12. Pasal 12 ayat (1) .....mengalihkan Harta berupa kas atau
setara kas.......sebelum pengajuan SPP Pajak-> mengapa
sebelum pengajuan?

13. Pasal 12 ayat (3) = Bagaimana jika Harta WP berada di Bank
Persepsi di luar negeri apakah tetap harus dialihkan??

14. Pasal 13 ayat (3).....perlu penjelasan investasi keuangan pada
bank yang ditunjuk oleh Menteri

15, Pasal 13 ayat (4c)........prioritas Pemerintah melalui PMK=>
apakah PMK dapat mengatur Kementerian Lain? Apa maksud
prioritas?

16. Pasal 13 ayat (4d) alasan investasi di sektor properti? Properti
milik siapa?

Catatan Lain (4) :

17. Pasal 14 ayat (1c) .....waktu penghentian
pemerikasaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan.....> setelah SKP Pajak

18. Pasal 14 ayat (2)......penghentian penyidikan pada
ayat (1) = hanya penyidikan??

19. Pasal 15....Data dan informasi...... apa relevansinya?

20. Pasal 22 ayat (2) ....harus diikuti dengan sangsi bagi
pejabat

21. Pasal 25.....gugatan hanya dapat diajukan di badan
peradilan pajak?

4/20/2016



Kesimpulan
., — ]
Pengampunan pajak adalah salah satu cara untuk mengembalikan dana-dana yang
parkir di luar negeri atad tersembunyl di dalam negerl yang tertutang pajak
Disamping bermanfaat sebagal penerimaan pajak dalam jangka pendek, masuknya
dana-dana repatriasi akan meningkatkan likuiditas sektor keuangan dan menjadi
sumber pertumbuhan ekonomi.

Permasalahannya adalzh pelaksanaan tax amnesty di seluruh dunia belum terbukt|
keberhasilannya dan di tahun 2016 diperkirakan akan menjadi sumber potensi
kehllangan pendapatan kedepan apabila pertukaran informasi keuangan antara negara
secara otomatis mulal 2017 dapat dilakukan secara efektif.

Apablla DPR sepakat menyelesalakan RUU inl maka diusulkan untuk ditinjau ulang
mengenal a) tarlf tebusan yang lebih kompatitif, b) tata cara pemberian pegampunian
pajak, c) pemanfataan dana repatriasi yang leblh profesional, dan d) sangsi bag|
pejabat/karyawan yang membuka rahasia WP.

Dalam beberapa pasa! dl RUU masih mengandung karancuan slur pikir dan kepastian
mengenal kaltan proses penerbitan SKP Pajak dengan proses pemeriksaan WP (]lka
sedang menjaianinya).

Terhadap seluruh proses gugatan hanya dapat dapat diajukan pada badan peradilan
paizk yang selama inl merupzkan institusi terakhir dalam masalah sengketa pajak,

TERIMA KASIH

4/20/2016
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Tax Amnesty sebagai Instrumen Pencapaian

L. ®
Fraa% ‘Comprehensive Tax Reform’
gy ¥
5@\ X Yustinus Prastowo

Jakarta, 20 April 2016 Executive Director
0 Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

C Center for Incdanesia
CITA Taxation Analytls
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Tax Amnesty =
Disclosure of data and

Information

Need the bigger one= improve the
administration capacity

Potential Income

(i
%C Center for Indonesia
CETA Taration Analysiy

Gosh, | have to wait until the weapon
is ready. It will ready to be used at
2018.

P
{'("‘S Centet for Indovesia
(?TA Taxation Analys:s



{C -s Ceanter for Indanesins ~
C "" A Taxation Analyws

Tax Amnesty Menambah Jumlah WP~ e——

[
!_C Lenter 1o Indanssla

CITA Tavation Axalynis



Tax Amnesty Memperluas Basis Pemajakan

/" WPTerdaftar Pasca Tax Amnesty, data dan
' s informasi terkait harta &
.~ kekayaan WP akan terungkap
| berdasarkan Surat
| Permohonan Pengampunan

/ Pajak.

Data dan informasi ini akan
digunakan oleh otoritas pajak
sebagai basis untuk menggali
2. potensi penerimaan pajak di
S tahun mendatang.

) % P
2 Center for indonesta

CITA Tavation Analysis

Pasca Tax Amnesty akan memberikan makna baru keaailan

Tanpa persiapan matang, tax amnesty berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnya
persepsi ketidakadilan Wajib Pajak yang telah patuh.

llustrasi Sederhana _——— P o
WP Terdaftar /WP Terdaftar
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Pasca TA, pencapaian target 100 Tdengan Jumlah WP yang lebih banyak akan meringankan WP [dengan
vidak adanya penggalian potensi melalul oroses pemeriksazn yang menyulitkan, dsb)

Selain ity WP yang talah terdaftar sejak dahulu akan meracakan Lonsepsi keadilan dangan para

. pangemplang pajak yang Kinl telzh terlaring terdaftar dengan sefuruh data dan informas| kekayaannya
{E Center for Indonesia
c.'{" Tasation Analyss



Amnesti shg Instrumen Pencegahan s
Metode Penghindaran Pajak Baru

TA menjaring WP besar sebelum adanya New Tax Planning Scheme yang
menyamarkan WP hingga ticak dapat tersentuh otoritas pajak
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~ Pengampunan pajak penting -~ '™
sebagai saranan membangun sistem perpajakan yang baru.
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ormast p&rpa;qkan vang bertelanpﬂ:q

Dengan data yang didapat catl tax amnesty

Mendorong répatriasi modal 3tau aset

Oana repatriasi dapat digunakan untok kepentingan masyarabst ‘

Menambah Jumiah Wajib Pajak !

TA mendorong Wajib Fajak yvang sebeiumnya tidak terdatear
untuk masuk ke system perpajakan

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak '

TA mendorong WP vang sudah giampun ateu bare masuk ke STy ETSL &2
Sistern perpajakan untuk ticak mengulanginya lagi \
l_— ( Untuk tingkathan kepatuhan, fiskus perlu '
dibetikan akses data kausrgar. indonesa kin
terlihat gatam kerja sama pertukaran data
nastabah secara internasional seperti CRS can

T Jwﬁﬁ*

Sebagz) wezan Tilosol), prinsip, can tuuan sistem T

perpdfikan, UL KUP harus dirsncang untuk ‘
meyakinkan wajib pajak, membangun

} | wepercayaan, dan meningkatkan kepatuhan pajak |

o £z 2 g
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. Untuk membangun basis datz perpajakan yan
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hukum
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Civa Taxatian Anglysis

AEcl 2018

Era Keterbukaan Informasi

Potensi

Akibat
. ks & Danda Pajal
Tax Audit 3 Sanksi & Denda Pajak

- Utang Pajak
Bukti Permu'aan
Penyidikan
Pidana Pajak

Antisipas|
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Hidden ,.
7 Why g Mengapa WP perlu mengajuakan
AN

Assets

Pengampunan?
SK Pengampunan berkekuatan
hukum tetap >> melindungi WP

| When How? N\ agar tidak diperiksa (terkait dosa
I - \ dan kesalahan masa laly, yaitu
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danankel pilpnn gt | Who I 3) melunasi seluruh Tunggakan Pajak
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Shifting Paradigm |

Shifts in International Thinang
' On Fiscal Palicy...

First Shift Second Shift Third Shift Fourth Shift

Pergeseran isu utama kebijakan fiskal
dari pengeluaran menjadi pendapatan...

Isu
isu Utama: Penczbutan Keleluasaan Utama:
Expenditure Subsidi BBM Ruang Fiskal : '
Revenue

{C} Center for Indonesia i
CiTA Tarution Analysia

Porsi utang thd penerimaan pajak meningkat —

P 1 blay d k terhadap APBN 2010-2014
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Realisasi Penerimaan Pajak 2009-2015

ok pernaoh tercapol kecuoli tahun 2008.

Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pojok tidok

0 {»
ahun 2008 mengandalkan commodities bocming

- A
dan ada program sunset policy. T

1294

Realisgsi tahun 2015 hanyo 81.5%
1}

e 5.00%
ag |
Y -
R 0.00%
Symber LNPP, WK ADGNP 01 13 =
83 Realsas Pajok [T WEMTarget Pajek|T)  emmmGrowrn Reafisaw Pajak (%) Growth Target (%)
‘;C Center 10r Indonesia

CITA Taxation Analysis
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Tax Ratio (Pajak/PDR)

T2 B
sdi™ sﬁ--‘---‘..-’--‘---‘
Q i 7Q¢ 9, 7% 9.7% 3 3% q 5%
2006 7 03 Iy 2 01 P 2013 114 =015
—e—0ICD ef=|n eils - Mailaysa gapore  ——eeSeooth Africa
Sumber: “tax ratio Indonesia adatah

e data worldbank.org, bps.go.d, LKPP 2003-2014 penernmaan pajak pusat / PDA
( Centet Tor Indonesla

CITA 'Avatiom Anatysn
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ST
Kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2011 s.d. 2014 masih rendah

a5 [{' Center for Indonesia 70

30 Cita tasaton snalysis ;
25 36,215 .
20 b
li: ) 303
10 .
S 10%

i e D%

WP tercaftar WP tersaftar wajib SPT  smmRealisasi SPT  —=—Rasio Kepatubian

(sumber: Dashboard Kepatuhan DJP per 31 Desembar 2014
Poda 2014 hanya 10.8 juta wajib pajak melaporkan SPT dori seharusnya 18,4 juta WP,

dan tak lebih dari 300 ribu wajib pajek dengan stetus SPT kurang bayar.

C Cenzer for Indonesia 3 -
CETa Texation Analysis

e e e v AP T TN, A T I ISR VIR W A |
Tingginya tingkat penghindaran pajak Internasional i e o s

i
Aset keuangan di Tax Haven tahun 2010 cta ”

Negara | Jumlah Aset Kenangan di Tax Haren
! [dalam Millar USD)
1 = s 1159 2
2 Ruma NS 3
3 Korea 79 A a2
< Braxil o] =
3 Reswail 196 | 5 Malaysis 3495 |
& Meksiko 7 6 i8razil 2317 |
7 Verwzuela 406 7 jindonesia 188
v Argentina 299 8 (Thailand 172
y Indonesia 331 9 INigena 157
1 Arab Saudi 8 10 South Africa 122
Sumber Tae listice Network Sumber Global Financial 1etegrity
Kerugian zkibat Trade Mispricing (jutaan GBP)
G20 developing countries 2008 2006 2007 3 yeartotal
Toww 2520 13260 1688 A7
China 730 6237 157
Mexice T . 2846 335§ 4300
Indin g5 PARS: !;1‘.
Beazh 612 m 132
Sauth Atrica - = e 36k 409
mdonesil” D | _“1' |'f.;_ T 3 .
;-:n_vlt:lru a 3 - '— 203
umbe h an o~
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Distribusi Pendapatan Penduduk Indanesia

Berdasarkan pendapatan...

60% —
50% = — 4D % nencuduk 20% penduduk
/—/\/_\/\/—_‘ Fengan pendapatan  perpandapatan tingg
a0 == — - — — LRl mengalaml kenalkan
o B 40'% pendishlk propos| pendapatan
A ] fengan pendspat
,ee::,;ﬁ 0% penduduk
0% —_— — i . berpendapatan
— 20 % penduduk menengah cenderung
10% [ | dengan pendapatan  menurun, dan
S 1EMINgR : - »
= 0% penduduk
e . A e ; , berpendapatan
FF -.-’? FEFFFFTIEFF IS SF rendah stagnan.
Serdasarkan besarnya rekening tabungan...
Nominal Simpanan Rekening % Rekening| Nominal |% Nominal
N < 200 )t 158.689.135 88,77%| 838Triliun 20%
20)t< N= 2M 1.777.948 1,10%| 1017 Triliun 24%
N > 2M 210.668 0,13%| 2352Triljun 56%

Sourte. LIPS April 3033
.‘lb
!C E Center for Indanesls
CITA Taration Analysis
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~@=FFn e POR 11 PPh 25/ 28 Op

~@=Tntal Realisal -o *PhBadan

- PPN/PPREM

Tax Injustice => Penerimaan Pajak masih mengandalkan PPN (indirect 1a%).

PPh Badan stagnan, PPh Pasal 21 meningkat, PPh Orang Pribadi Non-Karyawan

stagnan . -

(( } Conter for Indanesly

civa Taration Analysis



HISTORIOGRAFI PERPAIAKAN INDONESIA

Authoritarian Regime

P Rewew
Tinalion

1983

OMickal Adsassrment
manjad; Salf Assscsmant

O Cantarfar Indantsia
tree Taxation Aneiyshs

Democratic Regime

. e

S Purnbontuban Kaenwil 1§ -
KPP WP Menangah & KPP WP Prtama
Praject Fer Indonesian Tax
I Administration Feform {PINTAR)

DO

——— ———

e ——
TEXROXRAT PATTA FEFORMAL

: S e s b e A - Urgently
"; - .y'-,: g ) : A T 4'_-.‘ et of SEEE . Loy Need Tax
2002 2003 < 2004 2007 PR
o -8 g -8 L
2007, —.2008. 2009 2015 2018
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ROADMAP DJP 2015-2019
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Outline PE—

: .Amnesty scr General
Pengampunan Nasional

a0 i Tax Amnesty :
@Efll‘lltlﬂﬂ “Jf—_.Pangampunan Pajak
|

; Tax Amnesty -

Menurut UUD
|
—«—ﬁhmparativa Study

Summary RUU Tax
Amnesty

3 _: Amnesty di Indonesia—— @Ba. e, Persyaratan &

@nnclusiuns
- g

Catatan2 RUU Tax
Amnesty
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Definisi Tax Amnesty P —

Katherine Baer and Eric Le Borgne -

Tax Amnesties Theory, Trends, and Seame Alternatives

"A limited—time offer by the government to o specified group of toxpayers to pay a defined
amount, in exchange for forgiveness of o tax liabllity (including interest and penalties), relating
to a previous tax period (s), as well as freedom from legal prosecution”

Jacques Malherbe— Tax Amnesties

“The possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of tax liability
fincluding interest and penalties), the waiver of criminal tax presecution and/or limitations to
oudit tox determinations for a pericd of time”

Carla Marchese - Tax Amnesty

Tax omnesty is the opportunity given to taxpayers to write off an existing tax liobility (including
interests ond fines) by paying a defined omount. Such offers are usually presented as being

exceptional ond availoble for only a limited period of time, Amnesties can either be general or

restricted to certain groups of taxpayers or toxes, and they routinely inclucde the waiving of criminal
and civil penalties.

James Andreoni - The desirability of a permanent taxamnesty

Tax amnesties are government programs that forgive all or part of the penalties owed by tax
cheaters If they voluntarily repay their delinquent taxes.

t_( }L‘cmcrim Indenesia
CiTA Taxatian Anghysis

History of Tax Amnesty S a—

2015
@ 2007 Reinventing
O Sunset Policy (PMK
1984 Policy UU 29 dan 91
(Era No 28 Thn Thn 2015
- ioeharto) 2007
(Era eputusan
Presiden No
- Soekarno) 56y 1984
UuUD Penetapan

1945 Presiden
Pasal 14 No5Thn
(2) 1964

Presiden memberl grasi dan rehabilitasi dengan memparhatikan pertimbangan Mahkaman Agung.

Sedangkan untuk pemberian amnestl dan abelisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
(L
'C Centet Lol Indonesis
CITA Tavation Analyais
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| - Cakupan Amnesty J—

* Di negara maju, tax amnesty umumnya diberikan bagi asset di luar

negeri.

Amnesty bagi asset di LN terkait dengan sistem Worldwide Income
yang mengenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri.
WP menahan penghasilan dari luar negeri (deferred) agar tidak
dikenai pajak = otoritas pajak memiliki anti avoidance rules berupa
CFC (controlled foreign corporation) rule.

Dengan persiapan yang kurang baik, memberikan pengampunan
hanya terhadap asset dari luar negeri menjadi tidak adil dan tidak
fair.

Pemberian amnesty sebaiknya untuk wajib pajak orang pribadi dan
mencakup seluruh penghasilan. Cakupan hanya penghasilan LN akan
mendorong moral hazard yaitu income shifting ke LN demi

mendapatkan pengampunan. (perilaku yang justru ingin dicegah
melalui tax amnesty).

Coenter foe Indonesia =
Tasation Analysis
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Tax Amnesties throughout the world

Amnesties have been used repeatedly over time and across countries,
regardless of their degree of economic development

Developed countries, including: Developing countries, including:
Australia, Austria (1982, 1993), Belgium Argentina (1987, 1995), Bolivia,
(1984), Finland {1982, 1984), Chile, Colombia (1987), Ecuador,
France (1982, 1986), Greece, Ireland (1988, India (several years), Panama
1993), Italy (1982, 1984, 2002), (1974), Peru, Mexico, the

New Zealand (1988), Portugal (1981, 1982, Philippines, the Russian

1986, 1988), Spain (1977), and Federation (1993, 1996, 1997),
Switzerland. and Turkey.

In the United States (78 programs until 2004), with almost all states (42 out of 50)
offering a tax amnesty of some sort. Most of these U.S. states have introduced
several amnesties during that period (e.g., four for Louisiana and three for Arizona,
Connecticut, Florida, Massachusetts, Missouri, New Jersey, and New York).

¥
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F South Africa — 2003 Duration: 9 Months R —

1 June 2003 10 29 February 2004
The amnesty concerned individuals,

: PRI trusts and private companies
to broaden the tax base a~c increass fture everus P R
cotlection through disclosure of hotk suthorized and
unauthorised fJareign assety;

. to enable Sauth Aftlne to reguarze ther aftairs

S without being prosacuted in terms of currens exchange

byt control regulations and tan laws)

[:5"‘-...-: e a3 10% x unauthorised
o nrovide th ank and the Bevenus Ssruic i .
1o provide ¢ e Reserve Bank and the Revenus Ssrvice " e A foreign assets declared
with details of foreign assets:

but retained offshore.

to farlinate repatriation of forelgn ass#ts 1o South
Africzs without fear of prosezution

Benefits

Exchange Contral from all civil penaities and criminal liabiiitias stemming fram the shift of funts offshare in cantravention of
exchange controls on or defare 28 February 2002
Income Tax Release from all income taxes, interest, civl genaties and crimmna penaities starmming from the faillure to disclese gross

Incomme or capital gains fram fargign sources ¢ thatincome of capithl gar 2rote an or before 28 February 2002

RESULTS: IMF and the Bank for Intarnational Settlements :
€ 7.8 bn total foreign assets disclosed “this omnesty might become one of the
international benchmarks for judging the success
of amnesties internotianally as it hos achieved the
EUR 5.4 bn assets not previously authorised for four objectives set for the amnesty process at its

exchange contral purposes annauncement’
€ 45.4 mn  taxcollections,
C Centet for Indonesis
C 1TA Taxztion Analysis

EUR 2.4 bn authorised assets

N T o T e e o e e e oy
i a2, S o 3
Scudo Fiscale (Fiscal Shield) 2009 O Tax Amnesty in Italy

Orang Pribadi, partnership dan sejenisnya. Kecuall
sedang dalam proses pemeriksaan,

_ Asset di luar |talia dan penghasilan dari asset tersebut.
S ReIonatening 15 Scotember -15 Desember 2009.
— 5% dari total aset (amnesty tax)

_ Pengampunan sanksi pajak

Aset yang telah dilaporkan wajib di-repatriasi, dipindahkan kepada Institusi yang dikuasal lembaga
perantara, atau di-"regularize” dengan menambahkan beberapa detail informasi terhadap laporan
asetnya (untuk negara tertentu yg memiliki kerjasama pajak dengan Italia).

r

bank asalitalia/

‘ lembaga keuangan tertentu

1o s
C -QI‘UF'Q{ |r;;.1ne~.u
| % ‘
cita Tasation fipslysic




@) Tax Amnesty in Italy — EEE—
Voluntary Disclosure -2014

Qrang Pribadi, Badan, dan subjek pajak luar negeri (misalnyz terkait
dengan BUT) Kecuall sedang dalam proses pemeriksaan.

asset yang berlekasi di Italia maupun di luar ltalia

_ 1 Januari— 30 September 2015,
_ Seluruh pokok pajak dan sanksi administrasi terendah dikurangi 25%
_ Pemhebasan sanksi pajak dan pidana pencucian uang,

_ Wajib Pajak melaporkan informasi asetnya langsung kepada otoritas pajak italia

Untuk Wajib Pajak dengan aset maks EUR 2 juta / tahun, penghitungan
disederhanakan, yaitu penghasilan dihitung 5% darl totalaset,

Dari 1288 permohonan per 18 Mei 2015, dihasilkan:

Pendapatan total sebesar EUR 260 juta dari Pajak Penghasilan,
EUR 16 juta dari pajak daerah,

EUR 12 juta dari Pajak Pertambahan Nilai.

"‘ﬁ
{C} Center for Indonesla
CITA Tamation Analyss
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Tax Amnesty di berbagai Negara Ty

—— S—

No. Negara -«Tah un

1993-2009, 27

Repatriasi asset ¢l LN, scudo £ B0 stive: vy amrtes,
2 laly 1900-2003 o 1o i i estimasi € 500 bahkansejzk
‘ milyar {modal) 1900 58kall
'3 drlandia” ' 718881996 Repatriast asserdilN. | SiSmiyar ¢ 1988-1996.3 . -
e st .:,A ._ i : it = _:V ! ’ v ....T.‘:...,_ .kan» A T
4 .-RLI;S-B 2(]07 M“R—épa-lr:é;i' assetdll:N . ‘ Slid‘juta” = TN

201417 Repatriasi asset diLlVo o0

S Arééni;nvu. 3 1995 2003 Generﬁi Arr;nﬂs}y i:lo"queo:. >S 3, Smllva. 9 kall amnestv-“.;
6 india’_ 171997 GeneralAmnesty. SISV e T s BESER
7 Mexico 2007-2012 ;General-‘\mne'_-:v unr;;;ﬁrted :

8. Germany' . . . 2004 ~ Repatriasi asset djlN.. € 80 milyar lm;d'a:lj P e O

9 AfrlkaSelatan 2003  General AmnestyVOP S S8milvar (T

_2006:2007:  SMEs

e s e IRt
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Potensi XTI " com—

Mc Kinsey: USD 331 miliar setara IDR 5.844 triliun

Aset Aset keuangan Indonesia d| dengan
Indonesia di Tax Haven (Tax justice Network 2010) Ditahun 2015

LN 4000T
Setara 52,7% PDB Indonesia 2015

GFI {2014): i
aliran uang Dengan tarif (2% dana segar yang dapat masuk ke penerimaan

haram " pajak: IDR 40 - 60 Triliun.
Indonesia

USD 18 juta. 2.9% - 4.4% dari target pajak 2016

Potensi Tambohan

Wajib Pajak mencabut permohonan restitusi dan kompensasi hilang =» Rp 50 T
Wajib Pziak melunasi tunggakan pajek =» 157

Wajib Pajak mancabut sengketa di pengadilan pajak =2 20 T

M
'4( Lenter 1o Indanesia

CiTA Tasation Analysin
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lika kewenanpan Presiden diasalkan dan Pasal 14 {2) 005 1945 {kewenangan
memben amnesti); istilah Pengampunan Pajak sebaiknya diganti dengan
Amnesti Pajak:

Data daninformast yang diperoleh otoritas pajak tidak dapat dijadikan
sebagal drasar penyidikan dan/ atau penuntutan pidana.

yotensi melemahkan
penegakan hukum dan upaya
pemberantasan korupsi

CF Contet for indanesia
CiTa Tavation Analvsis




Beberapa hal krusial yang perlu dicermati.. (2): =00

3 Tanif tebusan (1%6-2% 3% 4% 6%) sangat rendah Usulan Tarif Tebusan
dnbandmgkan tarif-PPhyaitu 25% {badan) dan 30% {Non Repatriasi) = 5 — 10%
(Repatriasi) = 3-6%

PMK 169 {DER)

S5

misalnya tidak akan diperiksa dalam

Rewards bagi WP yang sudah ikut Reinventing Palicy
jangka waktu 3 tahun mendatang.

perlu diatur agar tidak mendistorsi kepatuhan pajak.

s"‘%%
QC Center for Indonesla —— il

[ "‘ Taxation Analysis

U e R A N S - 0 S e Mot s e e e W R T S > I T £ PN S A L P |
Beberapa hal krusial yang perlu dicermati...(3):

7 Belum ada mandat membangun administrasi —, Berpoteng timbulkan preseden
pasca pengampunan yang menjamin pengawasan S hisnuk bagi upaya pmrgakan hukum
dan penegakan hukum di masa mendatang. 4 khususnya ;)embcuantaSan kmupsl

Program pengampunan tidak ditempatkan dalam konteks pembaruan sistem
perpajakan yang menyeluruh karena tidak diikuti revisi UU Perbankan yang
memperluas akses fiskus ke data perbankan, implementasi Single Identificotion
Number, transformasi kelembagaan, dan koordinasi penegakan hukum perpajakan.

Reformasi Moneter [Finansial dan Pasar Modal), melalul penciptaan instrumen
derivatif dan instrumen investasi yang mampu menampung dana yang direpatriasi

w( Lenter tor Indanesia
CITA Taxation Analvsis



Potensi Moral Hazard

* Menunda penyelesaian pemeriksaan dan
penyidikan pajak

* Mempercepat penyelesaian sengketa pajak
* Menciptakan utang baru agar harta bersih mengecil

©
X Center for Indonesia
CITA Texaltion Analysis

Ketentuan Subjek Pengampunan

Pengampunan Pajak sebaiknya diberikan terhadap
Subyek Pengampunan Pajak, baik yang belum
memiliki NPWP maupun yang sudah memiliki NPWP.
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Ketentuan Khusus

* Perlu diatur mengenai ketentuan khusus pasca tax
amnesty, terkait kewajiban dilakukannya reformasi
pajak.

* Dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal
pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak ini,
Kementerian Keuangan diwajibkan untuk melakukan
amandemen terhadap Undang-undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-

undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang
Perbankan

{C } Center for Indonesia
CITA Taxation Anglysis

1 # Kesiapan perbankan nasional P

Per Januari 2016

e e

TRl

AR

e BTN e e R e R Tl S5 O R
3.983.0 4,385.0 §0.95

Dana Hasil Tax Amnesty
~ Rp 2,000 Triliun

R e R RA N ey =izt 1

AR i)  Hps Ll 13 g
- AL T o : e o L A L
3.883.0 6,385.0 a4
5% 3,083.0 58850 b7.7
50% 3.983.0 5.385.0 74.0
36%, 59830 5.106.4 R0

Siapkah perbankan Indonesia menyalurkan kelebihan
« likuiditas yang ada?
{ Contre far [ASanesly B

Laatan L Sesuas bolond B2 rosw LUR SUELpRg ~K-02'%
Tasstion 2 letim
CITA #FNON Analyem
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2 # Kesiapan perbankan nasional

S DPK x‘ﬂt

i;al..JX!.xn

Des 2015 4,057.9 4,413.1

Des 2016 F *)

Dana Hasil Tax Amnesty
= Rp 2,000 Triliun

Setelah Tax Amnesty

:00% (Rp2.000T) 4,544.8 6,086.8 65,0
75% (Rp1,500 T) 1,544.8 6.489.8 70.1
50% (RproooT) 4.544.8 5,986.8 74.0

42% (Rp840T) 4.544.8 5.706.8 =R.0

Siapkah Bank menyalurkan kelebihan likuiditas yang ada?

Qlatan

o Saswri befeld B, rat LON dietapkan 788 w2 %
gz Procuisbihan bredin 2008 diperitrakon seditar 12 24X ann [1FK sebesar
@E ent B¢ fir IAdonesia -

ITA T3xation Analysis

(al

L R 6 A GBI LT b Gl b i s A i s L £ G B e 2 |
7o " ‘ s s |
3 # Kesiapan pasar modal domestik

<> Setara rerata potensi penyerapan dana tox amnesty melulai Jalur pasar modal domestilk |1;0|1X':‘s
berkisar Rpi1o.5 triliun per tahun,

= Perlu pendalaman pasar keuangan vang lebih luas, atraktif dan berkelanjutan melalui variasi
produk dan perluasan basis investor lokal baik institusional maupun perorangan/individual

Penyerapan Dana

melalui Pasar o e
Modal (Rp Triliun) 20 13 -0 14 2015 iy
Obligasi Swasta 55.3 47.8 60.0 54.4
Sukuk 2.2 0.9 3.3 2.1
PO Saham 16.7 8.3 11.3 12.1
Rights Issue 40.8 39.4 45.5 41.9

{ y}L“ B Ay iAo el
.T' asation Analysis
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